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HENDRAIRWAN RAHIM

Ketwa DPRD Sumbar '

PADANG. HALUAN — Ketua Komis |
DPRD Sumbar, Aristo Munandar meminta
semua pimpinan Satuan Kerja Perangka
Daerah (SKPD) membaca setiap laporan
vang masuk dari anak buahnyvie Jangan asal
tehen saja untuk menghindari penyele-
wengin ‘.‘Qcpcm temuan Badan Pemeriksa
1 (BPR) perwakilan Sumbar adanya
v Surat Pertanggung juwaban Fiknl
(SPIFikuf) di Dinas Pekerpian Umum (PU)
yang niluinya diperkirakan mencapai Rpis

miliar.
“Tak hanya Eselon [1L Esclon T dan 1V
juga harus meninghatkan pengawasan
terhadap bawahannya, Baca setiap Liporan
vang masuk dengan cermat, jangan asal tehen
saja” an Bupati Agam tersebut
da Halnan dic Gedung DPRD Sumbar,
Selasa (10/1).

perkirakan

iliar

Tahun 2016, kita agak
lemal dalam penaavasan,
sehingua kasus
pemvalahgunaan anggaran rentan terjadi.
Kita ingin. tahun 2017 1k ada lagi
penvimpangan-penvinpangan.

Disebut Aristo. setiap atasan di hne

kungan

pengeunaan ang,
sifatnva satu K

SKPD harus terhibatl meng:
in karena Kerpa SKPD
atuan. Maka dari

pengendalian pengawasan juga harus iy
Kukin bersama-sama, Selain oleh Esclon 11
HI dan 1V, pengawasan oleh Inspektoran
diminta turat berjalan

Hal

dugaan pe :
oknum ASN di Dinas PU Provinsi Sum
pada APBD 2015 lalu. Dalam penggun
i ran. lanjut Aristo. semuanya harus

an

tak jelas dan transparan meskipun
nva keal. tetap saja miela A
Sementara itu, Wakil Ketua

it disampaikan Arsto menings

ik peduli angkanya keatl atau besa

G 1
Kearinsi 1y

>> SPJ FIKTIF hal C

SPJ Fiktir.

. Dart Halaman.

DPRD Sumbar. Saidal Mafiyud-
din menyebut, telah mendengar
adanya dugaan penyalahgunaan
anggaran yang dilakukan oleh
oknum staf dinas PU Sumbar yang
kemudian jadi temuan BPK. Na-
mun demikian, karena info resmi
dari BPK belum masuk ke Komisi
IV DPRD, Saidal mengaku tak
mengetahui dengan pasti berapa
jumlah dana yang diselewengkan,
“Hanya saja, jika itu memang
benar. Hukum harus ditegakkan,
ini kan uang negara, tak bisa
dibiarkan saja,” ucapaya,

Dengan adanya kejadian ini,
Saidal berpesan, kepada semua
kepala SKPD dan seluruh Jjaja-
rannyz yang telah dipercaya
mengelola anggaran, agar lebih
berhati-hati ke depan,

“Sekarang ini pengawasan dan
aluran yang diterapkan dalam
penggunaan anggaran sangat
ketat. Harus ada pertanggung-
Jawaban untuk seluruh kegiatan
yang dijalankan, karenanya kita
harapkan kehati-hatian dari
semua SKPD,” ujarnya,

Ketua DPRD Sumbar, Hendra
Irwan Rahim juga mengatakan,
untuk menghindari adanya ekse-

kutif atau legislatif yang tersang- |

kut penyalahgunaan an
pada 2017 Sekarang, peng
akan ditingkatkan.
“Tahun 2016, kita agak lemah
dalam pengawasan, sehingo;
Kasus penyalahgunaan ange

ggaran
‘rentan terjadi. Kita ingin, tahun

2017 wk ada lagi penyimpangan-
penyimpangan. Karena itu p 201
wasan akan ditingkatkan,” ujar
Hendra, saat jumpa pers dengan
wartawan, Jumat (30/12) lalu.

Hal yang sama diungkapkan
Pamong Senior. Rusdi Lubis,
Menurutnya, munculnya kasus ini
dischabkan lemahnya pengawasa
internal. Dimana pimpinan
terlalu percava kepada bawahan,
sehingga kepercayaan ini malah
disalahgunakan.

“Seharusnya pimpinan tidak
boleh terlalu percaya dengan
bawahan. Tetap jeli dan harus
awas dengan apa pun yang dila-
Kukan bahawan. Kalau sudah
seperti ini pimpinan lentu juga
harus bertanggung Jjawab,” kata-
nya kepada Halwan Senin (9/1). di
Padang.

Rusdi melihat, kejadian ini
sebenarnya harus menjadi pintu
masuk pemerintzh daerah dalam
meningkatkan pengawasan,
mengingat hal seperti ini bisa saja
juga dilakukan di SKPD lainnya
di lingkungan Pemprov Sumbar,

“Intinya pimpinan harus awas.
Dan *pengawasan malaikat” harus
diperkuat, Ja sampai inalah
adafya kong gkong antara
atasan dan bahwan. Inspektorat
Juga harus awas,” ujarnya.

Diliubung: terpisah, WakiT
Ketua Dewan Perwakilun Rakyat
Daerah (DPRD) Sumbar, Arkadius
Du Intan Bano, menyebutkan, perlu
adanys peningkatan pengawasan
terhadap kegiatan yang dilakuka
dengan a an vang besar.
Mengingat selama ini DPRD hanya
berwenang melakukan pe cawasan
wrhadap kebijakan vang dilakukan
eksekutif

Makanya Kita telah minta ke
BPK agar kita juga dapat
melukukan pengawasan kepada
pelaksanaan kegiatan tidak hanya

pada tataran kebijakan. Karen
memang sesuai dengan arahay
kebijakan DPRD Sumbar 20]
fokus pada pengawasan disam
ping menyelesaikan Perda (Pera
turan Daerah),” ungkapnya.

Terkait dengan besaran te
muan BPK RI perwakilan Sumba
Arkadius menyebutkan, tida!
‘mengetahui pasti. Namun, lanjut
nya dari informasi yang bereda
besarannya cukup signifikan, *Y:
informasi yang saya dengar iu
Rp45 miliaran,” paparnya kepad
Halwan kemarin.

Sebelumnya, Badan Pemeriks
Keuangan (BPK) RI Perwakila:
Sumbar menemukan penyele
Wengan uang negara mencapa
angka puluhan miliar rupiakh
Penyelewengan tersebut didug
dilakukan oleh oknum staf Dina
PU dengan inisial JSN. Bertuga
sebagai Pejabat Pelaksana Tekni
‘Kegiatan (PPTK) di dinas tersebur

Sekretaris Daerah Pempro
Sumbar Ali Asmar saal menerim
laporan dari BPK pihaknya lang
sung bergerak untuk memangg;
vang bersangkutan termasu
pimpmannya untuk dinrnata
keterangan.

Ali Asmar juga menuturkan
setelah dipan yang bersang
kutan mengakui bahwsy pevele
an tersebut dilakukanny:
sendiri dengan modus Sura
eaungjawaban (SPJ) fikiil

1gan memperbanyvak, dm
menambah laporan SPI canti rug
pembebasan lalan untuk provel
Jalan Samudera dan pembebasa
lahan pembangunan fly over d
Kota Padang dari dana APBI
2015, (Wlenfisr)




